TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN YANG

DITERAPKAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA

PENGHINAAN TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN

REPUBLIK INDONESIA DAN INTELEJEN














































commit to user 
TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN YANG 
DITERAPKAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA 
PENGHINAAN TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA DAN INTELEJEN 


















Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi 
Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 






























































Penulisan Hukum (Skripsi) 
 
TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI HUKUM  PEMBUKTIAN YANG 
DITERAPKAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA 
PENGHINAAN TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN 
 REPUBLIK INDONESIA DAN INTELEJEN 
(STUDI KASUS NOMOR REG.PERK.PDM-43/SRKTA/Ep.2/08/2008) 
 
Oleh  
Bagus Wisnu Yulian 
NIM. E0006090 
 
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum 
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
 










Kristiyadi, S.H., M.Hum                             Muhammad Rustamaji, S.H, M.H  




















































Penulisan Hukum (Skripsi) 
TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI HUKUM  PEMBUKTIAN YANG 
DITERAPKAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA 
PENGHINAAN TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN 
 REPUBLIK INDONESIA DAN INTELEJEN 
(STUDI KASUS NOMOR : REG.PERK.PDM-43/SRKTA/Ep.2/08/2008) 
 
Oleh 
Bagus Wisnu Yulian 
NIM. E0006090 
 
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum 
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Pada : 
 Hari      :  Selasa 
 Tanggal       :  25 Januari 2011 
 
DEWAN PENGUJI 
1. Bambang Santoso, S.H, M.Hum : ............................................... 
                   Ketua  
                       
2. Kristiyadi, S.H., M.Hum  : ...............................................    
Sekretaris     
       
3. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.   : ................................................                                        
                      Anggota   
                                                 




























































Nama : Bagus Wisnu Yulian 
NIM : E0006090 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : 
TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN YANG 
DITERAPKAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA 
PENGHINAAN TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN REPUBLIK 
INDONESIA DAN INTELEJEN (STUDI KASUS NOMOR : 
REG.PERK.PDM-43/SRKTA/Ep.2/08/2008) adalah betul-betul karya sendiri. 
Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda 
citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti 
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik 
berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari 
penulisan hukum (skripsi) ini. 
 
Surakarta,  
          Yang membuat pernyataan 
  
 
Bagus Wisnu Yulian 


































































Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup yang diidamkan. 





Janganlah meminta kepada Tuhan tentang sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi 
orang lain, syukurilah semua apa yang ada pada dirimu karena sesuatu kekurangan akan 











































































Bagus Wisnu Yulian. E0006090. 2011. TINJAUAN TENTANG 
KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN YANG DITERAPKAN 
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN 
TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN 
INTELEJEN (STUDI KASUS NOMOR REG.PERK.PDM-
43/SRKTA/Ep.2/08/2008) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum 
pembuktian yang diterapkan penuntut umum dalam tindak pidana penghinaan 
terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen serta implikasi 
yuridis yang timbul dari  konstruksi hukum pembuktian yang diterapkan penuntut 
umum dalam tindak pidana penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik 
Indonesia dan Intelejen. 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum  normatif yang bersifat peskriptif 
karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 
berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Pendekatan kasus dalam penelitian 
ini adalah kasus penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan 
Intelejen. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder serta tersier. Bahan hukum primer itu sendiri, berupa 
peraturan perundang-undangan serta Tuntutan Penuntut Umum Nomor 
REG.PERK.PDM-43/SRKTA/Ep.2/08/2008. Bahan hukum sekunder terdiri dari 
buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, dan media massa yang 
relevan dengan obyek yang diteliti. Bahan hukum tersier antara lain kamus 
hukum, eksiklopedia dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan 
dengan cara identifikasi isi bahan hukum primer, sekunder  serta tersier dari studi 
kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan logika deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan, Kesatu, 
konstruksi hukum pembuktian yang diterapkan penuntut umum dalam tindak 
pidana penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen 
bedasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor REG.PERK.PDM-
43/SRKTA/Ep.2/08/2008 adalah bentuk dakwaan tunggal, alat bukti yang 
diajukan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan pasal yang 
digunakan dalam dakwaan adalah pasal 207 KUHP. Kedua, implikasi yuridis 
yang timbul dari konstruksi hukum pembuktian yang diterapkan penuntut umum 
dalam tindak pidana penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia 
dan Intelejen bedasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor REG.PERK.PDM-
43/SRKTA/Ep.2/08/2008 adalah penuntut umum dalam membuat bentuk 
dakwaan tunggal harus dapat membuktikan bahwa tindak pidana tersebut sudah 
jelas dan sederhana, Alat bukti keterangan saksi yang diberikan dalam 
persidangan harus lebih dari satu (unus testis nullus testis), saksi yang dihadirkan 
haruslah cakap dan bersedia untuk memberikan keterangan, keterangan yang 
diberikan bukan merupakan testimonium de auditu, serta keterangan saksi yang 
diberikan tidak bertentang dengan keterangan saksi lainnya. keterangan terdakwa 
yang diberikan di dalam persidangan harus didampingi oleh alat bukti lain. Pasal 
yang didakwakan terdakwa adalah pasal 207 KUHP maka Jaksa Penuntut Umum 
harus membuktikan setiap unsur yang ada dalam pasal tersebut. 
 



















































Bagus Wisnu Yulian. E0006090. A STUDY ON THE LAW 
CONSTRUCTION OF AUTHENTICATION APPLIED BY PUBLIC 
PROSECUTOR IN INSULTING CRIME AGAINST THE INDONESIAN 
REPUBLIC’S POLICE INSTITUTION AND INTELLIGENT (A STUDY 
VERDICT No. 128/Pid.B/2008/PN.Ska) 
 
 This research aims to find out the law construction of authentication 
applied by the public prosecutor in insulting crime against the Indonesian 
Republic’s police institution and intelligent as well as juridical implication of such 
law construction of aunthetication applied by the by the public prosecutor in 
insulting crime against the Indonesian Republic’s police institution and intelligent. 
 This study belongs to a normative law research that is prescriptive in 
nature because it is a scientific research to find the truth based on scientific logic 
from the law aspect. The case approach in this research was insulting case against 
the Indonesian Republic’s police institution and intelligent. The law materials 
employesd were primary, secondary and tetiary ones. The primary law material 
constituted the legislation as well as prosecution No. REG.PERK.PDM-
43/SRKTA/Ep.2/08/2008. The secondary law material consisted of reference 
books, related journals of law, and mass media relevant to the object of research. 
The tertiary law material included legal dictionary, ancyclopedia, and etc. The law 
materials collection was done by identifying the content of primary, secondary, as 
well as tertiary law materials from the library study. Technique of analyzing data 
employed was deductive logic. 
 Considering the result of research and discussion, the following conclusion 
can be drawn, Firstly, the law construction of authentication applied by the public 
prosecutor in insulting crime against the Indonesian Republic’s police institution 
and intelligent based on prosecution No. REG.PERK.PDM-
43/SRKTA/Ep.2/08/2008 is a single form of accusation, the evidence proposed 
constitutes the information from the witness and defendant, and article used in the 
accusation  is article 207 of Penal Code. Secondly, the juridical implication of the 
law construction of authentication applied by the public prosecutor in insulting 
crime against the Indonesian Republic’s police institution and intelligent based on 
prosecution No. REG.PERK.PDM-43/SRKTA/Ep.2/08/2008 is that the public 
prosecuter in preparing single form of accusation should be able to authenticate 
that crime has been clear and simple. The evidence of witness’s information given 
in the trial should be more than one (unus testis nullus testis), the witness 
presented should be competent and available to give information, the information 
given is not testimonium de auditu, as well as witness’s information given is not 
in contradictory with other witness’s information. The defendant’s information 
given in the trial should be accompanied with other evidence. The article accused 
to the defendant is article 207 of Penal Code; therefore the Public Prosecutor 
should authenticate aech element existing in the article. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari 
Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Hak 
menyampaikan pendapat di muka umum tersebut dapat diwujudkan dalam 
berbagai bentuk, yaitu: Unjuk rasa atau Demonstrasi, Pawai, Rapat Umum dan 
atau Mimbarbebas.  Demonstrasi pada bulan Juni 2007 yang dilaksanakan di 
depan Markas Polisi Wilayah Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi 
No. 376 Surakarta merupakan salah contoh peristiwa bentuk penyampaian 
pendapat di muka umum. Aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh para 
demonstran tersebut mempunyai rencana untuk mengadakan audiensi dengan 
pihak Polwil Surakarta berkaitan hilangnya beberapa orang di wilayah Surakarta. 
Sesampainya di depan Markas Polisi Wilayah Surakarta demonstran tidak 
diperbolehkan mengadakan audiensi kepada Kapolwil Surakarta dikarenakan 
rombongan demonstran belum meminta ijin sehingga para demonstran melakukan 
orasi didepan Markas Polisi Wilayah Surakarta namun didalam orasinya tersebut 
mengganggu ketertiban umum dan menghina Institusi Kepolisian Republik 
Indonesia dan Intelejen.    
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa 
“kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk 
menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan 
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.” Untuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dilaksanakan 
dengan bertanggungjawab, maka dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 
Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diatur mengenai 
hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap masyarakat yang ingin 
menyampaikan pendapatnya dan bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan 

















































menyampaikan pendapatnya. Pasal 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 
Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan 
bahwa “warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban 
dan bertanggung jawab untuk : 
a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; 
b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; 
c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan 
e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.” 
Kebiasaan menyatakan pendapat di Negara Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila, seyogyanya tidak menimbulkan konflik karena Pancasila 
telah mencakup Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan 
beradab sehingga kebebasan pernyataan pendapat tersebut harusnya tetap dalam 
ruang lingkup Pancasila yaitu dengan mengutarakan pendapat melalui cara-cara 
yang tidak bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa maupun kemanusiaan 
yang adil dan beradab. Tidak dapat disangkal bahwa tindak pidana penghinaan 
terhadap penguasa atau badan umum yang berada di Indonesia dalam suatu unjuk 
rasa atau demonstrasi kenyataannya sering terjadi. Dalam Pasal 207 KUHP telah 
dijelaskan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum yang 
ada di Indonesia. 
 “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau , menempelkan di muka 
umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan 
umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah.” 
Hal ini berarti, bahwa segala sesuatu bentuk penghinaan terhadap kekuasaan 
umum yang ada di Indonesia haruslah ditindak menurut Kitab Undang-Undang 
Pidana yang berlaku, tanpa terkecuali penghinaan yang dilakukan oleh 
demonstran kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen. 

















































pendapat di muka umum juga telah mengatur mengenai hal ini. Dalam Pasal 16 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 menjelaskan bahwa “pelaku atau peserta 
pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan 
melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
Belum semua menyadari bahwa kebebasan pernyataan pendapat tidak 
berarti dapat bertentangan dengan hukum atau dapat tanpa mengabaikan hak-hak 
asasi manusia atau badan umum. Kebebasan pernyataan pendapat dengan cara 
yang bertentangan dengan hukum atau Pancasila adalah perbuatan tercela yang 
perlu dipertimbangkan untuk penjatuhan hukum maksimal (Leden Marpaung, 
1996 : 104) 
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan 
kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, sebagaimana disebutkan 
dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia, Institusi Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang 
mengendalikan tugas wewenang Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan 
beberapa orang Jaksa Agung Muda. Kejaksaan dalam hal menjalankan tugas dan 
wewenangnya didukung oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan 
tersebut yang terpenting adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat  KUHAP, dan PP Nomor 58  
Tahun 2010  tentang pelaksanaan KUHAP. Disebutkan dalam penjelasan resmi 
KUHAP, pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana adalah 
agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai 
serta ditingkatkan pembinaan setiap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan 
fungsi dan wewenang masing-masing. KUHAP sebagai hukum formil yang 
menegakkan hukum materiil memuat norma-norma proses penegakan hukum 
materiil, termasuk wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk melakukan 
penuntutan pada perkara pidana. Salah satu perkara pidana tersebut adalah 

















































dilakukan melalui kebebasan untuk menyampaikan pendapat didepan umum 
dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi. 
Tindak lanjut terhadap tindak pidana penghinaan terhadap Institusi 
Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen, Jaksa Penuntut Umum  memerlukan 
suatu strategi untuk membuktikan didepan persidangan, hal ini bertujuan agar 
hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa. Strategi Jaksa Penuntut 
Umum tersebut dituangkan dalam  bentuk konstruksi hukum pembuktian yang 
diterapkan penuntut umum dalam tindak pidana penghinaan terhadap Institusi 
Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen, yaitu meliputi bentuk surat 
dakwaan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan pasal yang digunakan 
dalam dakwaan 
Terhadap konstruksi hukum pembuktian yang diterapkan penuntut umum 
dalam tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum yang ada di Negara 
Indonesia tersebut, salah satu contoh kasusnya adalah penghinaan terhadap 
Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen, maka penulis ingin 
mengkaji dan menganalisis lebih mendalam dengan mengadakan penelitian 
hukum dengan judul “TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI HUKUM 
PEMBUKTIAN YANG DITERAPKAN PENUNTUT UMUM DALAM 
TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN 
REPUBLIK INDONESIA DAN INTELEJEN (STUDI KASUS NOMOR 
REG.PERK.PDM-43/SRKTA/Ep.2/08/2008)”. 
 
B.  Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah yang telah dikemukakan 
sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun 
beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu 
1. Bagaimana konstruksi hukum pembuktian yang diterapkan Penuntut Umum 
dalam tindak pidana penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik 
Indonesia dan Intelejen pada perkara Nomor REG.PERK.PDM-
43/SRKTA/Ep.2/08/2008? 
2. Bagaimana implikasi yuridis dalam konstruksi hukum pembuktian yang 

















































Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen pada perkara Nomor 
REG.PERK.PDM-43/SRKTA/Ep.2/08/2008? 
C. Tujuan Penulisan  
Dalam suatu penelitian, pastilah ada tujuan yang hendak dicapai. Oleh 
karena itu penulis mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui 
penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sendiri baik berupa tujuan 
secara obyektif maupun tujuan secara subyektif. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui konstruksi hukum pembuktian yang diterapkan 
penuntut umum dalam tindak pidana penghinaan terhadap Institusi 
Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen. 
b. Untuk mengetahui implikasi yuridis dalam konstruksi hukum yang 
pembuktian yang diterapkan Penuntut Umum dalam tindak pidana 
penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan 
Intelejen. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang hukum acara 
pidana menyangkut masalah konstruksi hukum pembuktian yang 
diterapkan Penuntut Umum dalam tindak pidana penghinaan terhadap 
Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen. 
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh atau meraih 
gelar S1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penulisan  
Penulis dalam hal ini berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan 
hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat 
yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu 

















































b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur 
dalam dunia kepustakaan tentang konstruksi hukum pembuktian yang 
diterapkan Penuntut Umum dalam tindak pidana penghinaan terhadap 
Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen. 
c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-
penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Menjadi sebuah wahana bagi penulis guna mengembangkan penalaran, 
membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan 
penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua 
pihak yang berkepentingan dan menjawab permasalahan yang sedang 
diteliti. 
 
E. Metode Penelitian 
Metodelogi penelitian merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk 
memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu gejala atau merupakan 
suatu cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan 
yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum 
ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. 
Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian 
doctrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan 
hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-
bahan hukum primer dan sekunder (Johnny Ibrahim, 2006 : 44). 
2. Sifat Penelitian  
Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif atau terapan. Dalam penelitian hukum ini karakteristik yang 

















































preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, 
validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum 
(Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22).  
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (case 
approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus dilakukan 
dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang 
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio 
decidendi yaitu pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan (Peter 
Mahmud Marzuki, 2006 : 94). 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi 
mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. 
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber 
penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta 
bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 
bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum 
primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 
Sedangkan bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 
141). 
a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang berupa 
peraturan perundang-undangan: 
1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 

















































3) Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; 
4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia; 
5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 
6) Tuntutan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.PDM-
43/SRKTA/Ep.2/08/2008 
b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum 
yang terkait, majalah, internet dan lain-lain. 
c. Bahan Hukum tersier atau penunjang yaitu bahan-bahan hukum yang 
menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri 
dari kamus hukum, ensiklopedia dan seterusnya. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan 
hukum ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik ini 
merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca dan 
mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-
undangan serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitanya 
dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan 
hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang 
tepat. 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Dalam penelititan ini penulis menggunakan teknik analisis data logika 
deduktif menurut Prof. Peter mahmud Marzuki yang mengutip pendapat 
Philipus M. Handjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana selogisme 
yang diajarkan oleh aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari 
pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian daiajukan 
premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu 
kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, 
silogisme hukum tidak sesederhana tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2006 

















































Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan cara menginvetarisasi 
sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-
undangan serta dokumen-dokumen yang dapat membantu untuk menjawab 
permasalahan yang diteliti. Tahap akhir yaitu dengan menarik kesimpulan 
dari data yang diolah sehingga pada akhirnya dapat menjawab bagaimana 
konstruksi hukum pembuktian yang diterapkan penuntut umum dalam tindak 
pidana penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan 
Intelejen. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru penulisan hukum maka 
penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan 
hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi ke dalam sub-sub 
bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap 
keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini memuat beberapa sub bab yaitu Tinjauan Umum 
tentang penuntut umum yang meliputi pengertian, kewenangan 
penuntut umum, penuntutan dan tata cara pembuatan surat 
dakwaan, Tinjauan Umum tentang pembuktian meliputi pengertian 
dan macam-macam alat bukti, serta Tinjauan Umum tentang tindak 
pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian, selanjutnya 

















































yang diterapkan penuntut umum dalam tindak pidana penghinaan 
terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen 
serta bagaimana implikasi yuridis yang timbul dalam konstruksi 
hukum pembuktian yang diterapkan penuntut umum di dalam 
tindak pidana penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik 
Indonesia dan Intelejen. 

























































G. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan Tentang Penuntut Umum 
a. Pengertian Penuntut Umum 
Setelah berlakunya KUHAP, fungsi penuntutan dan penyidikan 
diberikan kepada institusi yang berbeda. Penuntutan diserahkan kepada 
Institusi Kejaksaan sedangkan untuk penyidikan menjadi wewenang 
Polri sebagai wewenang utama.  
 Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum diuraikan secara jelas dalam 
Pasal 1 ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa: 
1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta 
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 
2) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim.  
b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum 
Secara garis besar setelah berlakunya KUHAP, tugas Jaksa adalah: 
1) Sebagai Penuntut Umum; 
2) Pelaksanan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (eksekutor). 
Dalam tugasnya sebagai Penuntut Umum, Jaksa mempunyai tugas: 
1) Melakukan penuntutan; 
2) Melaksanakan penetapan hakim. 
 
Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya mempunyai 

















































1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari 
penyidik atau penyidik pembantu; 
2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) 
dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 
3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan 
atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan 
setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 
4) Membuat surat dakwaan; 
5) Melimpahkan perkara ke pengadilan; 
6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai 
surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, 
untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; 
7) Melakukan penuntutan; 
8) Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 
jawab sebagai Penuntut Umum menururt ketentuan Undang-
undang ini; 
10) Melaksanakan ketentuan hakim. 
Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan menjalankan 
tugasnya mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang pidana yaitu: 
1) Melakukan penuntutan; 
2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksaan putusan pidana 


















































4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang; 
5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan 
penyidik. 
Kewenangan  Penuntut Umum harus sesuai  Peraturan Perundang-
undangan :  
The constitutionally limited role of the prosecutor is to “take care 
that the laws be faithfully executed”– that is, to enforce the policies 
laid down in laws enacted by the legislature. Whether this was ever 
true, it is certainly not the case today that prosecutors are merely 
enforcing pre-established rules. Armed with expansive criminal 
codes and broadly worded statutes, plus the ability to threaten harsh 
and mandatory sentences, prosecutors have so much leverage in 
negotiations with defendants that they have, for all practical 
purposes, taken on the role of adjudicator as well. The prosecutor 
alone decides a defendant’s liability and sentence. (Rachel E. 
Barkow.2009. “The Prosecutor as Regulatory Agency”. Public Law 
and Legal Theory Reseach Journal Series. Vol. 40, No. 9.) 
 
c. Penuntutan 
Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP yaitu: 
 “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan 
perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan 
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
pengadilan.” 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa di 
muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa 
dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya 
hakim memeriksa dan kemudian memutus perkara pidana itu kepada 
terdakwa (Hari Sasangka, 2007: 152-153). 
Menurut Andi Hamzah wewenang penuntututan dipegang oleh 
Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak 

















































Umum atau Jaksa. Dominus berasal dari bahasa Latin yang berarti 
pemilik, litis artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak dapat meminta 
supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim menunggu saja tuntutan 
dari Penuntut Umum (Hari Sasangka, 2007: 153). 
Didalam penuntutan dikenal dua asas yaitu: 
1) Asas Legalitas (legaliteitsbeginsel) 
Asas yang mewajibkan kepada Penuntut Umum untuk 
melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar 
peraturan hukum pidana. 
2) Asas oportunitas (opportuniteitsbeginsel) 
Asas yang memberikan wewenang pada Penuntut Umum 
untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang 
melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan 
mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya 
untuk kepentingan umum. 
Sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, 
Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan haruslah : 
1) Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh 
penyidik, apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti 
bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. 
2) Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang 
adanya tindak pidana dari terdakwa, maka berdasarkan hal 
tersebut Penuntut Umum membuat surat dakwaan.  
Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil 
penyidikan dapat dilakukan penuntutan, atau dengan kata lain berkas 
tersebut sudah memenuhi syarat penuntutan dalam waktu secepatnya 
membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP). 
 
d. Tata Cara Membuat Surat Dakwaan 
Sebelum berlakunya KUHAP terdapat dua aliran tentang siapa 
yang berkewajiban membuat surat dakwaan. Disatu pihak berdasarkan 

















































dakwaan, di pihak lain berdasarkan Pasal 40 Undang-undang 
Mahkamah Agung menunjukan kewajiban Jaksa Agung untuk membuat 
surat dakwaan, demikian juga dalam Undang-undang Kejaksaan. 
Dengan diundangkannya KUHAP yang menyatakan tidak berlaku 
lagi R.I.B dalam proses acara pidana. Berdasarkan Pasal 14 sub-d 
KUHAP, maka kewajiban membuat dakwaan merupakan tugas Jaksa 
selaku Penuntut Umum. 
Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik 
dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan 
bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (M. Yahya 
Harahap, 2000 : 376) 
Dasar pembuatan surat dakwaan adalah harus berpedoman dari 
berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya 
oleh penyidik. Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil 
pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang 
dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu 
dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat 
dipergunakan Jaksa menuntut terdakwa (M. Yahya Harahap, 2000 : 
376).  
Tujuan utama dari surat dakwaan adalah untuk menetapkan secar 
kongkrit/ nyata, tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan 
tertentu pada waktu dan tempat tertentu (Harun M Hussein. 2005 : 47). 
Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan 
pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat 
dikategorikan :  
1) Bagi Pengadilan atau Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar 
dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar 
pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;  
 
2) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar 
pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan 
penggunaan upaya hukum;  
3) Bagi terdakwa atau Penasehat Hukum, Surat Dakwaan 
merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan (http: 
peraturan kejaksaan : pembuatan-surat-dakwaan.html, diakses 


















































Peranan dari surat dakwaan dalam proses pidana dapat dilihat pada 
Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman telah menentukan : ”Tiada seorang jugapun 
dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian 
yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang 
yang dianggap bertanggung jawab bersalah atas perbuatan yang 
dituduhkan atas dirinya.” 
Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang 
dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan 
adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan 
telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari 
surat dakwaan, maka hakim ketua sidang mempunyai wewenang 
untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum 
tersangka (Kuswindiarti.2009.”Pola Pembelaan Dalam Memberikan 
Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di 
Pengadilan”. JURNAL MANAJERIAL.Vol. 5, No. 2.).   
1) Syarat-Syarat Surat Dakwaan 
Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan haruslah 
memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 143 
ayat (2) dan (3) KUHAP. Pasal 143 ayat (2) KUHAP 
menyebutkan bahwa : “Penuntut Umum membuat surat 
dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : 
a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, 
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
pekerjaan tersangka. 
b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu 
dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” 
Pasal 143 ayat (3) menyebutkan pula bahwa : 
“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan 


















































Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan diatas 
bahwa sebuah surat dakwaan Penuntut Umum haruslah 
memenuhi memenuhi 2 (dua) syarat yakni: 
a) Syarat formil  
Yang dimaksud syarat formil adalah : 
(1) Surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan 
ditandatangani 
(2) Terdapat identitas terdakwa yakni ; nama lengkap, 
tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan 
tersangka. 
b) Syarat material 
Yang dimaksud syarat material adalah : 
(1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 
tindak pidana yang didakwakan; 
(2) Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan (Hari Sasangka, 2007:160). 
Cermat yang dimaksud disini adalah ketelitian Jaksa 
Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan 
yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku 
bagi terdakwa, serta tidak ada kekeliruan yang dapat 
mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat 
dibuktikan. Jelas yang dimaksud disini adalah Jaksa 
Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur 
dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan 
dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan 
oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Lengkap yang 
dimaksud disini adalah uraian surat dakwaan harus 
mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-
undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur 
delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak 
diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam 
dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan 
merupakan tindak pidana (Hari Sasangka, 2007:160-
161). 
Perumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana 
adalah penting untuk hakim, agar hakim mengetahui 
dengan jelas tindak pidana apa yang didakwakan, hal 
mana selanjutnya dipakai sebagai dasar pemeriksaan 
perumusan mengenai soal tempat dimaksud agar jelas 
hubungannya dengan kekuasaan pengadilan 
bersangkutan dan dengan demikian dapat diketahui  
apakah sesuatu pengadilan berkuasa atau tidak mengadili 


















































2) Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan 
Pembuatan surat dakwaan tidak ada patokan atau cara 
yang jelas disebutkan di dalam undang-undang. Dalam praktik 
cara membuat surat dakwaan adalah mengikuti kebiasaan dan 
yurisprudensi. Penyusunan suatu surat dakwaan haruslah 
disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
terlebih dahulu. 
Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai 
berikut : 
a) Surat Dakwaan Tunggal 
Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam rumusan 
tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja. 
Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam 
tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor 
penyertaan (mededaderschap) atau faktor concursus 
maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik 
pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar 
sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat 
dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal (M. 
Yahya Harahap. 2000: 398). 
D. Suherman menguraikan pengertian jelas sebagai 
berikut : “ tindak pidana itu harus diuraikan secara jelas 
mengenai cara kerjanya (cara dilakukannya/ modus 
operandinya). Uraian fakta yang dilukiskan benar-benar 
suatu yang pasti atau hal yang konkrit dan tidak 
mengenai hal yang dapat meragukan, hal yang nyata dan 
terang bagi terdakwa maupun bagi hakim (Harun M 
Hussein. 2005 : 52). 
Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan 
sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan 
sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan 

















































b) Surat dakwaan kumulatif (bersusun) 
Bentuk surat dakwaan kumulasi juga disebut 
dakwaan yang berbentuk multiple, yakni surat dakwaan 
yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan 
atas kejahatan atau pelanggaran. Atau juga diartikan 
gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus. 
Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa 
tindak pidana yang tidak ada hubungannya antara tindak 
pidana satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri 
sendiri), atau dianggap berdiri sendiri, yang akan 
didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa 
terdakwa. 
Menurut Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat 
mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi atau 
kumulatif apabila dalam waktu yang sama atau hampir 
bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal:  
(1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh 
seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan 
tidak menjadikan halangan terhadap 
penggabungan.  
(2) Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu 
dengan yang lain.  
(3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut 
satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu 
dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam 
hal ini penggabungan tersebut perlu bagi 
kepentingan pemeriksaan. 
c) Surat dakwaan alternatif (pilihan) 
Bentuk surat dakwaan alternatif adalah antara 
dakwaan yang satu dengan yang lain saling 

















































Surat dakwaan alternatif dibuat apabila tindak 
pidana yang didakwakan pada terdakwa hanya satu 
tindak pidana, tetapi Penuntut Umum ragu-ragu tentang 
tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk 
didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat 
merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. 
Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan 
yang  bersifat alternatif antara satu dakwaan dengan 
dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” yang 
memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah 
satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan. Bersifat 
dan berbentuk  alternative accusation  atau  alternative 
tenlastelegging  dengan cara pemeriksaan : Memeriksa 
dahulu dakwaan secara keseluruhan, kemudian dari hasil 
pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih 
dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti 
dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.  
Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan 
alternatif:  
(1) Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas 
dari pertanggungjawaban hukum pidana (crime 
liability); 
(2) Memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum 
yang lebih tepat  (M. Yahya Harahap, 2000 : 401). 
d) Surat dakwaan Subsidair 
Bentuk surat dakwaan subsidair adalah bentuk 
dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan 
yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-
turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat 

















































Surat dakwaan ini dibuat apabila Penuntut Umum 
ragu tentang kualifikasi dari tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa, apakah tindak pidana tersebut 
termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Dalam 
penyusunannya surat dakwaan tersebut disusun dalam 
bentuk primair, subsidair, lebih subsidair dan seterusnya 
dengan urut-urutan pasal yang terberat terlebih dahulu 
kemudian pasal yang ringan. 
e) Surat Dakwaan Kombinasi 
Surat dakwaan ini di buat untuk memenuhi 
kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa 
tidak lepas atau bebas dari dakwaan, yakni karena 
kompleknya masalah yang dihadapi oleh Penuntut 
Umum. 
Bentuk-bentuk surat dakwaan kombinasi adalah; 
(1)  Kumulatif Subsidair; 
(2)  Kumulatif alternative; 
(3)  Subsidair kumulatif (Hari Sasangka, 2007:167). 
3) Penggabungan Berkas Perkara (Voeging) 
Penggabungan perkara dalam melakukan penuntutan 
diatur dalam Pasal 141 KUHAP yang berbunyi: 
a) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang 
yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak 
menjadikan halangan terhadap penggabungannya; 
b) Beberapa tindak pidana yang bersangkutpaut satu dengan 
yang lain; 
c) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutpaut satu 
dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain 
itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan 

















































Penggabungan penuntutan tersebut adalah untuk 
memudahkan pemeriksaan di dalam persidangan pengadilan, 
agar pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat 
karena hubungan-hubungan tindak pidana atau pelaku-
pelakunya dapat dengan cepat terungkap di persidangan. 
Syarat-syarat umum untuk dilakukan penggabungan 
penuntutan adalah: 
a) Ada dua atau lebih tindak pidana sebagaimana 
diumumkan dalam undang-undang dilakukan; 
b) Bahwa ada dua atau lebih tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh satu orang, atau lebih dalam hal 
penyertaan; 
c) Bahwa ada dua atau lebih tindak pidana tersebut belum 
ada yang diadili Penuntut Umum berkeinginan untuk 
diadili sekaligus (Hari Sasangka, 2007:168). 
 
4) Pemisahan Perkara (Splitsing) 
Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan 
jalan pemisahan perkara seperti yang diatur dalam Pasal 142 
KUHAP yang menyantakan bahwa; “ Dalam hal Penuntut 
Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa 
tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka 
yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, 
Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap 
masing-masing terdakwa secara terpisah.” 
Splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara yaitu 
di mana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk 
itu perlu dilakukan pemeriksaaan baru, baik terhadap tersangka 
maupun saksi. Saksi tersebut sering disebut sebagai saksi 
mahkota atau kroongetuige (Hari Sasangka, 2007:169). 
 
2. Tinjauan tentang Pembuktian 
Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Peran dari 

















































karena putusan hakim itu dibuat berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang 
diajukan di muka persidangan. Hukum pembuktian sendiri adalah 
seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.  
Menurut Munir Fuady yang dimaksud pembuktian dalam ilmu hukum 
adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun 
acara-acara lainya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, 
dilakukan dengan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui 
apakah suatu suatu fakta atau pernyataan yang disengketakan di 
pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam 
proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan (Munir 
Fuady, 2006:1-2). 
Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan “sistem 
negatif” (negtief wettelijk bewijsleer), di mana yang dicari oleh hakim 
adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. 
Yang dimaksud dengan sistem negatif adalah suatu sistem pembuktian di 
depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim haruslah 
memenuhi dua syarat mutlak, yaitu: alat bukti yang cukup dan keyakinan 
hakim.  
Terhadap sistem pembuktian dalam hukum acara pidana hampir di 
negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan diatas pundak 
Penuntut Umum, sehingga kemungkinan pihak terdakwa dapat membantah 
bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Munir Fuady, 2006:49). 
Sistem pembuktian ini diakui berlakunya secara eksplisit oleh kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 KUHAP 
menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangya dua alat bukti yang 
sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.” 
Hukum Acara Pidana mengenal beberapa macam alat bukti, dalam 
Pasal 184 KUHAP disebutkan lima jenis alat bukti yang sah yang terdiri 
dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan 
terdakwa. Berikut ini akan diuraikan penjelasan mengenai alat bukti 

















































a. Keterangan saksi 
Dalam Pasal 1 ayat (26) KUHAP disebutkan pengertian saksi 
adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana 
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 
menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.  
Tidak semua orang dapat menjadi saksi atas suatu perkara, ada 
orang-orang tertentu tidak diperkenankan menjadi saksi sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 168 KUHAP yaitu: 
1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau 
kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang 
bersama-sama sebagai terdakwa. 
2) Saudara dari terdakwa yang bersama-sama sebagai terdakwa, 
saudara ibu, atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai 
hubungan perkawainan dan anak-anak saudara terdakwa 
sampai derajat ketiga. 
3) Suami atau isteri meskipun sudah bercerai atau yang bersama-
sama sebagai terdakwa.  
Dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa : 
menjadi saksi adalah “kewajiban hukum, orang yang menolak memberi 
keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan dapat dianggap 
sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang dibebankan 
undang-undang kepadanya, orang yang menolak kewajiban memberi 
keterangan sebagai saksi dalam sidang pengadilan dapat dikenakan 
pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. 
Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah 
kewajiban bagi setiap orang. 
Definisi keterangan saksi itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat 

















































berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan 
alasan dari pengetahuanya itu. 
Pasal 185 ayat (5) KUHAP menyatakan bahwa baik pendapat 
maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan 
merupakan keterangan saksi. Penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan : “ 
Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari 
orang lain atau testimonium de auditu.” 
Pemeriksaan saksi adalah tindakan penyidik atau penyidik 
pembantu , Penuntut Umum atau hakim untuk meminta keterangan dari 
saksi tentang hal-hal yang ia dengar dan/atau lihat dan/atau alami 
sendiri dalam suatu peristiwa pidana, beserta alasan pengetahuan saksi 
tersebut, keterangan mana kemudian dicatat dalam berita acara. 
Keterangan saksi yang diberikan pada tingkat penyidikan dicatat dalam 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi, sedangkan keerangan saksi yang 
diberikan pada pemeriksaan sidang dicatat oleh Panitera dalam Berita 
Acara Pemeriksaan (Harun M Hussein. 1990 : 163). 
Keterangan saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, 
atau lebih dikenal dengan sebutan “unus testis nullus testis” yang 
artinya satu saksi dianggap bukan saksi. Keterangan saksi yang 
diberikan di bawah sumpah mempunyai kekuatan pembuktian bebas 
(hakim tidak terikat), sedangkan keterangan saksi yang tidak diberikan 
di bawah sumpah hanya digunakan sebagai petunjuk untuk menguatkan 
keyakinan hakim dalam proses pembuktian. 
b. Keterangan ahli 
Sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) KUHAP telah dijelaskan bahwa 
dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta orang lain atau 
orang yang memiliki keahlian khusus. Pasal 1 ayat (28) KUHAP 
menyebutkan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan 
oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang 
diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan 
pemeriksaan.” 
Keterangan ahli dapat diberikan secara tertulis di luar persidangan 

















































oleh aparat penyidik kemudian diminta suatu keterangan dan kemudian 
keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk suatu laporan, misalnya 
Visum et Repertum. 
Menurut Pasal 180 KUHAP, keterangan seorang ahli dapat saja 
ditolak untuk menjernihkan duduk persoalan. Baik oleh hakim ketua 
sidang maupun terdakwa atau penasehat hukum. Terhadap kondisi ini, 
hakim dapat memerintahkan melakukan penelitian ulang oleh institusi 
semula dengan komposisi personil yang berbeda, serta institusi lain 
yang memiliki kewenangan. Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas 
dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya. 
c. Surat 
Seperti yang tersebut dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi surat 
sebagaimana tersebut pada Pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah 
jabatan adalah : 
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapanya yang 
memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, 
dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas 
dan tegas tentang keterangannya itu. 
2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 
yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan. 
3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar 
keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta 
secara resmi daripadanya. 
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubunganya dengan 
isi dari alat pembuktian yang lain. 
Mengingat tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah 

















































ini hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah 
alat bukti surat. 
d. Petunjuk  
Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa : “Petunjuk 
adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, 
baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana 
itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya.” 
Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan 
keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP). Oleh karena itu, 
petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap 
kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat 
dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati 
pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. 
e. Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa didalam persidangan yang dinyatakan dimuka 
hakim merupakan keterangan yang menggambarkan bagaimana suatu 
peristiwa telah terjadi. Apabila keterangan terdakwa akan dijadikan 
bukti, maka ia harus diiringi oleh alat bukti yang lain (Moch. Faisal 
Salam, 2001: 302). 
Menurut Pasal 189 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa 
itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang 
perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui atau alami sendiri. 
Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 
bersalah (Pasal 189 ayat (4) KUHAP), walaupun terdakwa mengakui 
perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetap perlu ada pembuktian 
dengan menggunakan alat bukti lainya, jadi dalam hal ini pengakuan 


















































3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kekuasaan 
Umum 
Delik penghinaan tidak diatur hanya dalam Bab XVI KUHP saja. 
Delik penghinaan ada yang ditempatkan pada Bab VIII yaitu mengenai 
tindak pidana terhadap kekuasaan umum yaitu Pasal 207 KUHP yang 
berbunyi : 
 “Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau 
tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di 
Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 
enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah.” 
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 207 KUHP terdiri atas: 
a. Unsur Subyektif : dengan sengaja; 
b. Unsur Obyektif :  
1) menghina dengan lisan atau dengan tulisan; 
2) di depan umum; 
3) suatu kekuasaan  yang diadakan di Indonesia atau suatu lembaga 
umum yang terdapat disana. 
Unsur Obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 
207 KUHP ialah menghina dengan lisan atau tulisan. Kata menghina 
mempunyai arti yang sama dengan sengaja menyerang kehormatan atau 
nama baik orang lain. 
Berbeda dengan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 
310 KUHP, tindak pidana penghinaan yang diatur dala Pasal 207 KUHP 
ini bukan merupakan suatu delik aduan melainkan suatu delik biasa, yang 
membuat pelakunya dapat dituntut tanpa diperlukan suatu pengaduan 
(Lamintang, 2010 : 604). 
Unsur  Obyektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 207 
ialah didepan umum. Hal ini bukan berarti bahwa penghinaan-penghinaan 

















































ucapan yang sifatnya menghina dapat didengar oleh umum atau tulisan 
yang bersifat menghina dapat dilihat oleh umum. 
Ucapan yang bersifat menghina itu dipertunjukan di suatu tempat 
umum, tulisan yang bersifat menghina itu dipertunjukan di suatu tempat 
umum, akan tetapi jika ucapan itu tidak dapat didengar oleh umum atau 
tulisan itu tidak dapat dilihat umum, maka penghinaan itu bukan 
merupakan penghinaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 207 KUHP 
(Lamintang, 2010 : 605). 
Unsur Obyektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 207 
KUHP ialah suatu kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau lembaga 
umum yang terdapat disana.  
Koster Henke memberi contoh delik penghinaan Pasal 207 yaitu 
menghina residen yang mempunyai kekuasaan pegawai negeri. Badan 
umum yang dimaksud tentu termasuk korporasi publik, seperti DPR. 
Menghina badan hukum swasta atau sekumpulan individu tidak terpidana 
dalam pasal ini, menghina kepolisian, kejaksaan, pengadilan tentu 
termasuk pasal ini (Andi Hamzah, 2009 : 178). 
Unsur Subyektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 207 
adalah dengan sengaja. Sesuai dengan penjelasan memorie van  
Toelichting, jika didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat kata 
dengan sengaja, maka kata dengan sengaja meliputi semua unsur tindak 
pidana, yang dalam rumusan tindak pidana tersebut oleh pembentuk 
undang-undang telah diletakan dibelakangnya (Lamintang, 2010 : 605). 
Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dalam Pasal 
207 KUHP, maka harus dibuktikan bahwa : 
a. Pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan atau 
dengan tulisan; 
b. Pelaku mengetahui penghinaannya telah ia ucapkan atau ia lakukan 
didepan umum; 
c. Pelaku mengetahui penghinaannya telah ia tujukan pada suatu 
kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau pada suatu lembaga umum 
yang terdapat di Indonesia (Lamintang, 2010 : 607). 
 
Jika kehendak atau salah satu pengetahuan pelaku di atas ternyata 
tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya hakim harus memberikan 















































































Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 
Keterangan : 
Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan 
bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia. 
Penyampaian pendapat dimuka umum itu dapat disampaikan dengan 
bentuk unjuk rasa atau de onstrasi. Namun dalam kenyataannya, 
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kebiasaan dalam menyampaikan pendapat didepan umum melalui bentuk 
unjuk rasa atau demonstrasi tersebut sering terjadi suatu perbuatan 
penghinaan terhadap kekuasaan umum yang berada atau diadakan di 
Indonesia. Salah satu contoh kasusnya adalah penghinaan yang dilakukan 
para demonstran terhadap Intitusi Kepolisian Republik Indonesia dan 
Intelejen. Sudah jelas bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan 
hukum yang berlaku di Indonesia. 
Wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum yang bertugas sebagai 
wakil negara dalam hal penuntutan pada perkara pidana, dituntut untuk 
membuat konstruksi hukum pembuktian mulai dari bentuk surat dakwaan, 
alat bukti yang digunakan dalam persidangan, serta pasal yang digunakan 
dalam didakwakan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan hakim 
bahwa terdakwa benar-benar melakukan suatu perbuatan seperti apa yang 
di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Konstruksi hukum pembuktian 
yang diterapkan Penuntut Umum tersebut dapat digunakan hakim sebagai 
dasar putusan yang akan dijatuhkan, dikarenakan yang dicari oleh hakim 
hanyalah kebenaran materiil saja yaitu kebenaran sejati atau yang 
sesungguhnya, serta hakim hanya memutus dan memeriksa berdasar dari 
apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum saja. 
Atas tugas dan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam hal 
penuntutan atas suatu perkara pidana, maka akan diteliti lebih lanjut 
mengenai konstruksi hukum pembuktian yang diterapkan Penuntut Umum 
dalam tindak pidana penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik 
Indonesia dan Intelejen serta implikasi yuridis yang timbul dalam 
konstruksi hukum pembuktian yang diterapkan Penuntut Umum dalam 
tindak pidana penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia 


















































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Konstruksi Hukum Pembuktian yang Diterapkan Penuntut Umum 
dalam Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Institusi Kepolisian 
Republik Indonesia dan Intelejen Pada Perkara Nomor: 
REG.PERK.PDM-43/SRKTA/Ep.2/08/2008 
Wewenang utama dari Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan 
penuntutan.  Dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP dinyatakan bahwa penututan 
adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus 
oleh hakim di sidang pengadilan. Hal ini berarti setiap perkara pidana yang 
terjadi di Indonesia beban untuk pembuktikan didalam persidangan 
diletakkan diatas pundak penuntut umum, maka diperlukan suatu strategi agar 
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat terbukti di muka hakim 
pidana, hal ini bertujuan supaya hakim dapat menjatuhkan putusannya sesuai 
dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.  
Strategi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan di dalam persidangan 
tersebut dituangkan dalam konstruksi hukum pembuktian yang diterapkan 
oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana yang  meliputi bentuk 
dakwaan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan pasal yang 
digunakan dalam dakwakan. 
Tindak pidana penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik 
Indonesia dan Intelejen yang dilakukan oleh terdakwa Kholid Saifullah pada 
demonstrasi yang dilakukan di depan Markas Polisi Wilayah Surakarta pada 
hari rabu tanggal 13 Juni 2007 sekitar jam 13.00 WIB telah dilimpahkan 
perkaranya ke Pengadilan Negeri Surakarta oleh Jaksa Penuntut Umum.  
 Penuntut umum sebagai pihak yang mempunyai beban pembuktian 

















































dalam tindak pidana penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik 
Indonesia dan Intelejen tersebut yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut: 
 
Tabel 1. 
Konstruksi Hukum Pembuktian yang Diterapkan Penuntut Umum Berdasar 







1 Bentuk Surat Dakwaan 
 
Bentuk dakwaan yang digunakan oleh Penuntut 
Umum untuk menjerat terdakwa adalah 
Dakwaan Tunggal yaitu surat dakwaan yang 
disusun dalam rumusan tunggal atau surat 
dakwaan yang berisi satu dakwaan saja (M 
Yahya Harahap. 2000: 398). 
2 
Alat Bukti yang 
Diajukan dalam 
Persidangan 
Alat Bukti yang diajukan dalam persidangan 
terdiri dari : 
1. Keterangan Saksi 
2. Keterangan terdakwa 
3 Pasal yang Digunakan 
dalam Dakwakan 
Pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum 
dalam surat dakwaannya guna menjerat terdakwa 
adalah menggunakan Pasal 207 KUHP yaitu 
tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum. 
 
Sumber : Tuntutan Penuntut Umum Nomor:REG.PERK.PDM- 43/SRKT/Ep.2/08/2008 
1. Bentuk Dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk membuat 
surat dakwaan, hal ini tercantum dalam Pasal 14 huruf d KUHAP. 

















































berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan 
(Pasal 140 ayat 1 KUHAP).  
Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta 
fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan 
dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan 
tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-
Undang Pidana yang bersangkutan. Tujuan dan guna surat dakwaan 
adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam 
pengadilan, Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh 
menyimpang dari apa yang dirumuskan.  
Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya 
dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana 
seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat 
dakwaan (M. Yahya Harahap. 2000: 390). 
Berdasar Tuntutan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.PDM 
43 /SRKT/Ep.2/08/2008 Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa 
Kholid Saifullah adalah dengan sengaja menghina di depan umum 
Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen. Terdakwa 
melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memulai orasi dengan 
menggunakan megaphone yang telah dibawa dengan mengarahkan 
pandangan serta menunjuk dengan jari tangan terdakwa kepada 
petugas Polisi yang sedang berjaga di Mapolwil Surakarta dan 
mengatakan diantaranya : “……. Sejak Republik ini berdiri sampai 
saat ini, hanya ada tiga organisasi yang suka menculik orang, yang  
pertama adalah Polisi Densus 88 dan yang kedua adalah Intelejen, 
mereka tidak  mungkin melakukan itu karena mereka adalah aparat 
penegak hukum, yang terjadi kemarin adalah penculikan resmi 
penculikan yang dilakukan oleh PKI.”  
Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Kholid Saifullah telah 
menuduh bahkan telah menghina aparat kepolisian yang merupakan 

















































berkonotasi bahwa polisi semena-mena dalam menangkap seseorang 
dan perbuatan tersebut dilakukan dengan senang hati dan kata-kata 
menculik mengandung suatu perbuatan melawan hukum dan kata-kata 
tersebut dengan sengaja terdakwa sampaikan dengan menggunakan 
pengeras suara di jalan umum agar didengar dan diketahui oleh 
khalayak ramai.  
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Kholid Saifullah 
sedemikian rupa sudah jelas telah melakukan satu tindak pidana saja 
tanpa ada faktor penyertaan atau faktor concursus maupun faktor 
alternatif atau faktor subsidair dalam perbuatannya. Terdakwa Kholid 
Saifullah hanya melanggar ketentuan Pasal 207 KUHP mengenai 
Tindak Pidana Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum yang 
ada di Indonesia 
Dari peristiwa yang telah diuraikan diatas bentuk dakwaan yang 
diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tindak pidana penghinaan 
terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen 
berdasar Tuntutan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.PDM-
43/SRKT/Ep.2/08/2008 adalah menggunakan Surat dakwaan tunggal 
yaitu surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal atau surat 
dakwaan yang berisi satu dakwaan saja, perumusan dakwaan tunggal 
dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung 
faktor penyertaan (mededaderschap) atau faktor concursus maupun 
faktor alternatif atau faktor subsidair (M. Yahya Harahap. 2000: 398). 
2. Alat Bukti yang Diajukan dalam Persidangan 
Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan “sistem 
negatif” (negtief wettelijk bewijsleer), di mana yang dicari oleh hakim 
adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau yang 
sesungguhnya. Yang dimaksud dengan sistem negatif adalah suatu 
sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat 
dijatuhkan oleh hakim haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu: 

















































Sistem pembuktian ini diakui berlakunya secara eksplisit oleh 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 
KUHAP menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangya dua alat 
bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukanya.” 
Hukum Acara Pidana mengenal beberapa macam alat bukti, 
dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan lima jenis alat bukti yang sah 
yaitu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 
keterangan terdakwa. Peran dari alat bukti sangatlah penting karena 
putusan hakim itu dibuat berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang 
diajukan di muka persidangan. Berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum 
Nomor : REG.PERK.PDM-43/SRKT/Ep.2/08/2008, agar dakwaan 
yang ditujukan kepada terdakwa Kholid Saifullah dapat terbukti di 
depan persidangan maka Penuntut Umum mengajukan beberapa alat 
bukti yaitu :  
a. Keterangan Saksi 
Definisi keterangan saksi terdapat dalam Pasal 1 ayat (27) 
KUHAP yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 
berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana 
yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 
menyebutkan alasan dari pengetahuanya itu.  
Pemeriksaan saksi adalah tindakan penyidik atau penyidik 
pembantu, penuntut umum atau hakim untuk meminta keterangan 
dari saksi tentang hal-hal yang ia dengar dan/atau lihat dan/atau 
alami sendiri dalam suatu peristiwa pidana, beserta alasan 
pengetahuan saksi tersebut, keterangan mana kemudian dicatat 
dalam berita acara. Keterangan saksi yang diberikan pada tingkat 
penyidikan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, 
sedangkan keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan 
sidang dicatat oleh Panitera dalam Berita Acara Pemeriksaan 

















































Keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah 
mempunyai kekuatan pembuktian bebas (hakim tidak terikat), 
sedangkan keterangan saksi yang tidak diberikan di bawah 
sumpah hanya digunakan sebagai petunjuk untuk menguatkan 
keyakinan hakim dalam proses pembuktian. Keterangan saksi saja 
tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, atau lebih dikenal 
dengan sebutan “unus testis nullus testis” yang artinya satu saksi 
dianggap bukan saksi. Pada perkara Nomor : REG.PERK.PDM-
43/SRKTA/Ep.2/08/2008 Jaksa Penuntut Umum mengajukan 
beberapa orang saksi di dalam persidangan yaitu : 
1) SAMSI 
2) ISWAN 
3) ANTAN MARLINDO 
4) Drs. KAMIRAN 
5) MUHAMMAD NUR 
6) TAMTOMO 
7) RUDI HARTONO 
8) SUWONDO bin MARJO 
9) RUDI HARTONO bin HADI SUWARNO 
10) DEDI NASRULLAH 
b. Keterangan Terdakwa 
Dalam Pasal 189 KUHAP, yang dimaksud keterangan 
terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka 
sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui 
atau alami sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa ia bersalah (Pasal 189 ayat (4) KUHAP), 
walaupun terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, tetap perlu ada pembuktian dengan menggunakan alat 
bukti lainya, jadi dalam hal ini pengakuan terdakwa tidak 
menghapuskan syarat minimum pembuktian. Pada perkara Nomor 

















































adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa Kholid Saifullah 
sendiri. 
Untuk mendukung alat bukti yang diajukan dalam persidangan 
Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 
a. 1 (satu) buah cd; 
b. 1 (satu) buah Megaphone wana Putih; 
c. 1 (satu) buah Sepeda Motor Vespa No. Pol K 6187 BA, warna 
Biru Tua; 
d. 1 (satu) buah Sepeda Motor Shogun No Pol. AD 5351 UA, 
warna Merah; 
e. 1 (satu) buah Sepeda Motor Supra X No Pol AD 4116 WK, 
warna Hitam; 
f. 1 (satu) buah Sepeda Motor Shogun No.Pol. AD 3575 FA, 
warna Biru 
g. 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki RC 100 No Pol. AD 3844 
GH, warna Hitam. 
3. Pasal yang Digunakan dalam Surat Dakwaan 
Tindakan terdakwa Kholid Saifullah dengan melakukan orasi 
pada suatu demonstrasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 
Juni 2007 sekitar jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam bulan Juni 2007 bertempat di depan Markas Polisi Wilayah 
Surakarta Jl. Slamet Riyadi No. 376 Surakarta atau setidak-tidaknya 
ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah 
dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina 
sesuatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia maka 
terdakwa Kholid Saifullah didakwa Jaksa Penuntut Umum telah 
melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 207 
KUHP yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja di 
muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau 

















































paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah.” 
B Implikasi Yuridis Konstruksi Hukum Pembuktian yang Diterapkan 
Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penghinaan Terhadap 
Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen Pada Perkara 
Nomor : REG.PERK.PDM-43/SRKT/Ep.2/08/2008 
Mencermati bahasan pada sub-bab sebelumnya yang memaparkan 
strategi Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dalam persidangan 
pidana yang dituangkan kedalam konstruksi hukum pembuktian yang 
diterapkan Penuntut Umum dalam tindak pidana penghinaan terhadap 
Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen, yaitu terdiri dari 
bentuk dakwaaan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan pasal 
yang digunakan dalam dakwaan, maka pada sub-bab ini akan dipaparkan 
mengenai implikasi yuridis yang timbul terhadap konstruksi hukum 
pembuktian yang diterapkan Penuntut Umum dalam tindak pidana 
penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen 
tersebut. 
1. Bentuk Dakwaan 
Bentuk dakwaan yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum 
berdasar Tuntutan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.PDM-
43/SRKT/Ep.2/08/2008 adalah menggunakan Surat dakwaan tunggal. 
Hal ini berarti harus dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa Kholid Saifullah hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa, 
tidak menyentuh faktor yang bersifat alternatif atau concursus, atau 
tindak pidana yang dilakukan sudah jelas dan sederhana.  
D. Suherman menguraikan pengertian jelas sebagai berikut:          
“tindak pidana itu harus diuraikan secara jelas mengenai cara kerjanya 
(cara dilakukannya/ modus operandinya). Uraian fakta yang 
dilukiskan benar-benar suatu yang pasti atau hal yang konkrit dan 
tidak mengenai hal yang dapat meragukan, hal yang nyata dan terang 

















































Dari hal tersebut Penuntut Umum pada perkara Nomor: 
REG.PERK.PDM-43/SRKTA/Ep.2/08/2008 dituntut untuk dapat 
menguraikan secara jelas fakta perbuatan atau perbuatan materiil yang 
dilakukan dan didakwakan terhadap terdakwa yaitu dengan cara 
menetapkan secara nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan 
perbuatan tertentu pada waktu dan tempat tertentu pula sesuai dengan 
data pembuktian yang tersusun dan diuraikan dalam berkas penyidik. 
Di dalam surat dakwaannya, berdasar Tuntutan Penuntut Umum 
Nomor : REG.PERK.PDM-43/SRKT/Ep.2/08/2008 Jaksa Penuntut 
Umum menguraikan secara jelas fakta yang terjadi dengan 
menjelaskan bahwa terdakwa Kholid Saifullah melakukan orasi pada 
suatu demonstrasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 
2007 sekitar jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam bulan Juni 2007 bertempat di depan Markas Polisi Wilayah 
Surakarta Jl. Slamet Riyadi No. 376 Surakarta atau setidak-tidaknya 
ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Di 
dalam orasinya tersebut terdakwa telah menghina Institusi Kepolisian 
Republik Indonesia dan Intelejen dengan mengatakan “……. Sejak 
Republik ini berdiri sampai saat ini, hanya ada tiga organisasi yang 
suka menculik orang, yang  pertama adalah Polisi Densus 88 dan yang 
kedua adalah Intelejen, mereka tidak  mungkin melakukan itu karena 
mereka adalah aparat penegak hukum, yang terjadi kemarin adalah 
penculikan resmi penculikan yang dilakukan oleh PKI.” Dari uraian 
tersebut telah dapat ditetapkan secara jelas mengenai orang, tempat 
dan waktu serta perbuatan yang dilakukan, sehingga Jaksa Penuntut 
Umum selanjutnya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang 
tindak pidana yang dipandang terbukti kepada hakim dan membuat 
tuntutan atas perbuatan terdakwa yang telah melanggar ketentuan 
pidana, yaitu melakukan perbuatan pidana menghina kekuasaan umum 

















































Sederhana yang dimaksud disini yaitu sederhana dalam 
perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan 
hukumnya (Harun M Hussein. 2005 : 68). Sederhana dalam 
perumusannya karena pembuatan surat dakwaan tunggal adalah 
pembuatan surat dakwaan yang paling ringan bila dibanding dengan 
surat dakwaan bentuk-bentuk lainnya dan yang didakwakan hanya 
satu jenis atau satu macam tindak pidana saja. Berdasar Tuntutan 
Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.PDM-43/SRKT/Ep.2/08/2008 
terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penghinaan terhadap 
kekuasaan umum yang ada di Indonesia. Tindak pidana penghinaan 
merupakan salah satu jenis delik formil, tekanan perumusan delik ini 
ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan 
akibatnya, sehingga untuk membuktikan delik ini relatif lebih mudah 
karena hanya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang saja 
bukan berdasar akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan.  
2. Alat Bukti yang Diajukan dalam Persidangan 
Peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum dipengadilan 
sangatlah penting, karena putusan hakim itu dibuat berdasarkan 
penilaian alat-alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan. Jaksa 
Penuntut Umum yang mempunyai beban pembuktian pada perkara 
pidana hendaknya mengajukan alat bukti yang relevan sehingga dapat 
menggambarkan peristiwa yang sebenarnya.  
Alat bukti yang relevan adalah suatu alat bukti dimana 
penggunaan alat bukti tersebut dalam proses pengadilan lebih besar 
kemungkinan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut lebih 
jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan (Munir Fuady. 
2006 : 27).  
Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor : REG.PERK.PDM-
43/SRKTA/Ep.2/08/2008 untuk dapat membuktikan dakwaannya di 

















































dan keterangan terdakwa. Implikasi yuridis yang timbul atas 
pengajuan 2 alat bukti tersebut adalah sebagai berikut  : 
a. Keterangan Saksi 
Keterangan saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat 
dipercaya, atau lebih dikenal dengan sebutan “unus testis nullus 
testis” yang artinya satu saksi dianggap bukan saksi. Definisi 
Keterangan saksi sendiri adalah suatu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri 
(Pasal 1 butir 26 KUHAP). 
Dari pengertian diatas maka untuk menjadi saksi dalam 
memberikan keterangannya harus: 
1) Ia dengar sendiri 
2) Ia lihat sendiri 
3) Ia alami sendiri 
4) Serta dasar atau alasan dari pengetahuannya itu. 
Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP menyatakan bahwa baik 
pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran 
saja, bukan merupakan keterangan saksi. Penjelasan Pasal 185 
ayat (1) dikatakan : “ Dalam keterangan saksi tidak termasuk 
keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de 
auditu.” 
Menjadi saksi sangat dipentingkan keakuratan dari 
keterangannya, maka kepadanya berlaku syarat-syarat kecakapan 
berbuat, dalam arti kecakapan pikiran dari orang yang 
bersangkutan. Sebelum saksi memberikan keterangan dimuka 
sidang maka terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah atau 
janji. Seseorang bisa menjadi saksi, jika : 
1) Seseorang telah menjadi korban kejahatan (saksi korban); 
2) Seseorang yang melihat dan mendengar dengan mata dan 

















































3) Seseorang yang secara tidak langsung mengetahui adanya 
kejahatan karena ketitipan barang-barang yang berasal  dari 
kejahatan, atau membeli barang-barang yang berasal dari 
kejahatan (Hari Sasangka. 2007 : 90). 
Dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dijelaskan 
bahwa menjadi saksi adalah “kewajiban hukum, orang yang 
menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang 
pengadilan dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban 
hukum yang dibebankan undang-undang kepadanya, orang yang 
menolak kewajiban memberi keterangan sebagai saksi dalam 
sidang pengadilan dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan 
undang-undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dan 
penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam 
pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah 
kewajiban bagi setiap orang. 
Tidak semua orang dapat menjadi saksi atas suatu perkara, 
ada orang-orang tertentu tidak diperkenankan menjadi saksi 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 KUHAP yaitu: 
1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau 
kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang 
bersama-sama sebagai terdakwa. 
2) Saudara dari terdakwa yang bersama-sama sebagai terdakwa, 
saudara ibu, atau saudara bapak, juga mereka yang 
mempunyai hubungan perkawainan dan anak-anak saudara 
terdakwa sampai derajat ketiga. 
3) Suami atau isteri meskipun sudah bercerai atau yang 
bersama-sama sebagai terdakwa.  
Berdasar uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan 
bahwa untuk mengajukan alat bukti keterangan saksi harus 
dihadirkan lebih dari satu orang saksi dan saksi yang dihadirkan 
harus cakap dan bersedia untuk memberikan keterangannya dalam 

















































merupakan testimonium de auditu, serta keterangan saksi yang 
diberikan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi yang 
satu dengan yang lainnya, sehingga Penuntut Umum pada perkara 
Nomor : REG.PERK.PDM-43/SRKTA/Ep.2/08/2008 dalam 
mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi 
kriteria yang telah ditentukan sehingga saksi yang diajukan dalam 
persidangan dapat memiliki kekuatan sebagai alat bukti dan perlu 
diketahui sebelum saksi memberikan keterangan di depan 
persidangan harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih 
dahulu. Keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 
Umum dalam perkara Nomor : REG.PERK.PDM-
43/SRKTA/Ep.2/08/2008 akan dituangkan dalam tabel sebagai 
berikut: 
Tabel 2. 
Keterangan Saksi dalam Persidangan Berdasar Tuntutan Penuntut Umum 
Nomor : REG.PERK.PDM-43/SRKT/Ep.2/08/2008 
 




a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dan menerangkan yang 
sebenarnya; 
b) Bahwa saksi mengetahui datangnya 
para pengunjuk rasa pada hari rabu 
tanggal 13 juni 2007 sekitar jam 
13.00 WIB ke Mapolwil Surakarta 
dengan mengendarai Sepeda Motor; 
c) Bahwa jumlah pengunjuk rasa 
tersebut kurang lebih 20 orang; 
d) Bahwa mereka tidak sempat masuk 
ke halaman Mapolwil Surakarta 
karena langsung dihadang oleh 
Barisan Dalmas Polwi Surakarta; 
e) Bahwa penyampaian Orasi dilakukan 
didepan Mapolwil Surakarta yang 
dipimpin oleh terdakwa kholid 

































































Saifullah dengan menggunakan 
megaphone sebagai alat pengeras 
suara; 
f) Bahwa dalam orasinya terdakwa 
tidak terima atas tindakan Kepolisian 
Republik Indonesia dengan 
mengatakan dan menuduh bahwa 
“penculikan terhadap teman-
temannya yang dilakukan oleh aparat 
Kepolisian Republik Indonesia 
sepertinya praktek-praktek yang 
dilakukan PKI.”; 
g) Bahwa unjuk rasa tersebut 
sebelumnya tidak ada pemberitahuan 
atau ijin dari yang berwajib; 
h) Bahwa dengan adanya unjuk rasa 
tersebut, kondisi lalu lintas jalan 
menjadi macet. 
 
2. ISWAN TRI W 
(Anggota Polisi 
Polwil) 
a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dan menerangkan yang 
sebenarnya; 
b) Bahwa saksi mengetahui datangnya 
para pengunjuk rasa pada hari rabu 
tanggal 13 juni 2007 sekitar jam 
13.00 WIB karena pada saat itu saksi 
sedang menjalankan tugas di 
Mapolwil, waktu itu sedang ada 
supervisi dari Mabes Kepolisian 
Republik Indonesia yang dihadiri 
Kapolres-Kapolres jajaran dan 
Kapoltabes Surakarta. 
c) Bahwa jumlah pengunjuk rasa 
tersebut kurang lebih 20 orang; 
d) Bahwa dalam orasinya terdakwa 
tidak terima atas tindakan Kepolisian 
Republik Indonesia dengan 
mengatakan dan menuduh bahwa 
“penculikan terhadap teman-
temannya yang dilakukan oleh aparat 
Kepolisian Republik Indonesia 
sepertinya praktek-praktek yang 
dilakukan PKI. Sambil tangan 
pengunjuk rasa menunjuk-nunjuk 
dan menghujad Polisi yang ada di 
situ; 

































































e) Bahwa pada awalnya mereka 
mengatakan, kedatangan mereka 
tidak untuk unjuk rasa, akan tetapi 
menyampaikan pendapat dan 
permintaan kepada Polisi, agar 
mengusut dang mengungkap PKI-
PKI baru yang telah menculik dan 
menangkapi beberapa warga di 
Surakarta beberapa waktu lalu, 
mereka adalah teroris sejati; 
f) Bahwa penyampaian Orasi dilakukan 
dengan menggunakan megaphone 
sebagai alat pengeras suara; 
g) Bahwa unjuk rasa tersebut 
sebelumnya tidak ada pemberitahuan 
atau ijin dari yang berwajib; 
h) Bahwa saksi menjalankan tugas 
mengambil gambar para pelaku 
demonstran dengan menggunakan 
alat berupa Handi Cam sejak datang 
hingga akhir mereka melakukan 
unjuk rasa tersebut dan ketika itu 
Kapolwil perintahkan, agar kepada 
terdakwa dan teman-temannya 
supaya diamankan untuk di mintai 
keterangannya; 
i) Bahwa dengan adanya unjuk rasa 
tersebut, kondisi lalu lintas jalan 
menjadi macet. 
 
3. R. SETO H 
(Anggota Polisi 
Polwil) 
a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dan menerangkan yang 
sebenarnya; 
b) Bahwa saksi mengetahui datangnya 
para pengunjuk rasa pada hari rabu 
tanggal 13 juni 2007 sekitar jam 
13.00 WIB dengan mengendarai 
Sepeda Motor, karena pada saat itu 
saksi sedang menjalankan tugas di 
Mapolwil; 
c) Bahwa penyampaian Orasi 
dilakukan didepan Mapolwil 
Surakarta yang  dipimpin oleh 
terdakwa kholid Saifullah dan saksi 
mengetahui langsung hal ini karena 
bertugas sebagai penegak hukum 
































































kepolisian dan sedang bertugas 
mengamankan jalannya kegiatan 
yang dilakukan di depan Mapolwil 
tersebut; 
d) Bahwa dari terdakwa terdengar 
suara-suara yang pada intinya tidak 
terima atas tindakan Kepolisian 
Republik Indonesia dengan 
mengatakan dan menuduh Polisi  
“melakukan penculikan terhadap 
teman-temannya yang dilakukan 
oleh aparat Kepolisian Republik 
Indonesia sepertinya praktek-praktek 
yang dilakukan PKI.” 
e) Bahwa pada awalnya mereka 
mengatakan, kedatangan mereka 
tidak untuk unjuk rasa, akan tetapi 
menyampaikan pendapat dan 
permintaan kepada Polisi, agar 
mengusut dang mengungkap PKI-
PKI baru yang telah menculik dan 
menangkapi beberapa warga di 
Surakarta beberapa waktu lalu, 
mereka adalah teroris sejati; 
f) Bahwa orasi tersebut dilakukan 
dengan menggunakan sarana 
megaphone; 
g) Bahwa unjuk rasa tersebut 
sebelumnya tidak ada pemberitahuan 
atau ijin dari yang berwajib; 
h) Bahwa dengan adanya unjuk rasa 
tersebut, kondisi lalu lintas jalan 
menjadi macet dan didekat tempat/ 
lokasi unjuk rasa tersebut ada 








a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dan menerangkan yang 
sebenarnya; 
b) Bahwa pada hari rabu tanggal 13 
Juni 2007 sekitar jam 13.00WIB 
saksi sedang menjalankan tugas 
dikantor Mapolwil Surakarta dan 
mendengar ada demonstrasi di depan 
kantor Polwil Surakarta di Jl. Slamet 

























































Riyadi no.376 Surakarta yang 
berdekatan dengan Rumah Sakit 
DKT; 
c) Bahwa unjuk rasa tersebut 
sebelumnya tidak ada pemberitahuan 
atau ijin dari yang berwajib; 
d) Bahwa Sebelum terjadi unjuk rasa 
tersebut saksi pernah menemui 
terdakwa di kartopuran dan terdakwa 
memberitahukan kepada saksi bahwa 
katanya ada kejadian penculikan 
yang dilakukan oleh sekelompok 
sipil bersenjata di wilayah Surakarta 
dan bermaksud akan menemui dan 
melaporkan hal tersebut kepada 
Mapolwil Surakarta. 
e) Bahwa terhadap minat terdakwa 
tersebut kemudian saksi sarankan 
supaya melengkapi data-datanya 
terlebih dahulu dan apabila telah 
memiliki data maka lebih bagus 
apabila melaporkan kepada Kapolwil 
Surakarta paling banyak 10 orang, 
namun ternyata terdakwa tidak 
melengkapi datanya malah 
melakukan demonstrasi tersebut, 
yang sebelumnya telah berjanji tidak 
akan melakukan unjuk 
rasa/demonstrasi.  
 





saksi yang satu 
dengan yang 
lainnya 
5. Drs. KAMIRAN 
(Anggota Polisi 
Polwil) 
a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dan menerangkan yang 
sebenarnya; 
b) Bahwa saksi mendapat berita ada 
pengunjuk rasa menyampaikan 
pendapat di muka umum/ demostrasi 
di depan kantor Polwil Surakarta. 
c) Bahwa unjuk rasa tersebut 
sebelumnya tidak ada pemberitahuan 
atau ijin dari yang berwajib; 
d) Bahwa saksi telah mendengar 
informasi sebelumnya akan adanya 
demonstrasi yang akan dilakukan 
oleh terdakwa dan kawan-kawan, 
namun setelah dikonfirmasikan 
melalui telephone, terdakwa 
































































menyatakan tidak akan melakukan 
demonstrasi melainkan hanya akan 
membantu polisi untuk mengusut 
dan mencari orang yang telah 
menangkap masyarakat di Sukoharjo 
dan Karanganyar yang menurutnya 
yang melakukan pasti bukan polisi 
tetapi yang melakukan hal itu cara-
caranya mirip dengan cara-cara PKI 







a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dan menerangkan yang 
sebenarnya; 
b) Bahwa saksi mengetahui datangnya 
para pengunjuk rasa menyampaikan 
pendapat dimuka umum di depan 
kantor Polwil Surakarta di Jl Slamet 
Riyadi No. 376  pada hari rabu 
tanggal 13 juni 2007 sekitar jam 
13.00 WIB dengan mengendarai 
sepeda motor berjumlah kurang lebih 
30 orang karena pada saat itu saksi 
sedang menjalankan tugas di 
Mapolwil. 
c) Bahwa dari terdakwa terdengar 
suara-suara yang pada intinya tidak 
terima atas tindakan Kepolisian 
Republik Indonesia dengan 
mengatakan dan menuduh bahwa 
“penculikan terhadap teman-
temannya yang dilakukan oleh aparat 
Kepolisian Republik Indonesia 
sepertinya praktek-praktek yang 
dilakukan PKI” sambil tangannya 
menunjuk-nunjuk dan menghujad 
polisi, saksi mengetahui langsung hal 
ini karena bertugas sebagai Penegak 
Hukum Kepolisian  dan juga 
bertugas mengamankan jalannya 
kegiatan yang dilakukan di depan 
Mapolwil tersebut;  
d) Bahwa pada awalnya mereka 
mengatakan, kedatangan mereka 
tidak untuk unjuk rasa, akan tetapi 

































































menyampaikan pendapat dan 
permintaan kepada Polisi, agar 
mengusut dang mengungkap PKI-
PKI baru yang telah menculik dan 
menangkapi beberapa warga di 
Surakarta beberapa waktu lalu, 
mereka adalah teroris sejati; 
e) Bahwa orasi dilakukan dengan 
menggunakan sarana megaphone 
sebagai alat pengeras suara; 
f) Bahwa saksi menjalankan tugas 
mengambil gambar para pelaku 
demonstran dengan menggunakan 
alat berupa Handi Cam sejak datang 
hingga akhir mereka melakukan 
unjuk rasa tersebut dan ketika itu 
Kapolwil perintahkan, agar kepada 
terdakwa dan teman-temannya 
supaya diamankan untuk di mintai 
keterangannya; 
g) Bahwa akhirnya terdsakwa bersama 
dengan empat temannya bisa 
diamankan sedangkan yang lainnya 
berhasil melarikan diri. 
 
7. TAMTOMO a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dan menerangkan yang 
sebenarnya; 
b) Bahwa saksi mengetahui datangnya 
para pengunjuk rasa menyampaikan 
pendapat dimuka umum di depan 
kantor Polwil Surakarta di Jl Slamet 
Riyadi No. 376  pada hari rabu 
tanggal 13 juni 2007 sekitar jam 
13.00 WIB dengan mengendarai 
sepeda motor berjumlah kurang lebih 
20 orang  
c) Bahwa yang saksi ketahui sbelumnya 
tidak ada pemberitahuan atau ijin 
bagi mereka para pengunjuk rasa 
untuk melakukan unjuk rasa tersebut. 
 





















a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dan menerangkan yang 
sebenarnya; 
b) Bahwa pada hari rabu tanggal 13 juni 




















































2007 sekitar jam 13.00 WIB ketika 
saksi sedang melewati Gedung Umat 
Islam di Kartopuran mendengar 
pengarahan dari terdakwa bahwa 
akan mengadakan audiensi ke Polwil 
Surakarta, dengan misi mendukung 
petugas Polisi dalam mencari dan 
menangkap Sipil bersenjata yang 
dimaksudakan adalah Gerakan PKI 
baru, yang telah melakukan tindakan 
kekerasan terhadap umat Islam 
namun secara detail saksi tidak 
mengetahui maksudnya; 
c) Bahwa yang saksi ketahui, 
sebelumnya tidak ada pemberitahuan 
atau ijin bagi mereka pengunjuk rasa 
untuk melakukan unjuk rasa tersebut. 
  










saksi yang satu 
dengan yang 
lainnya. 
9 SUWONDO bin  
MARJO 
a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dan menerangkan yang 
sebenarnya; 
b) Pada hari rabu tanggal 13 juni 2007 
sekitar jam 13.00 WIB saksi 
bersama-sama kurang lebih 20 orang 
mengikuti gerakan terdakwa dalam 
melakukan Audiensi ke Polwil 
Surakarta dengan misi mendukung 
Petugas Polisi dalam mencari dan 
menangkap Sipil Bersenjata yang 
dimaksudkan adalah Gerakan PKI 
baru, yang telah melakukan tindakan 
kekerasan terhadap umat Islam di 
Sukoharjo dan beberapa tempat lain 
di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 
c) Bahwa sebagai penanggung jawab 
dan penggerak dalam audiensi 
tersebut terdakwa menggunakan 
sarana pengeras suara berupa 
megaphone 
d) Bahwa seingat saksi terdakwa dalam 
melakukan audiensi tersebut dengan 
kata-kata mendukung pihak 
kepolisian untuk mengusut secara 
tuntas terror yang dilakukan oleh 
pihak sipil bersenjata. 
 



































































a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dan menerangkan yang 
sebenarnya; 
b) Bahwa pada hari rabu tanggal 13 juni 
2007 sekitar jam 13.00 WIB saksi 
bersama-sama kurang lebih 20 orang 
mengikuti orasi ke Polwil Surakarta 
yang dipimpin oleh terdakwa. 
c) Bahwa karena lalu lintas ramai, 
seingat saksi dalam orasinya tersebut 
terdakwa menyatakan antara lain : 
“Bahwa sekarang-sekarang ini 
banyak PKI-PKI baru yang menculik 
dan seterusnya.” Sehingga terdakwa 
melakukan orasi tersebut dengan 
tujuan mendukung petugas Polisi 
dalam mencari dan menangkap Sipil 
bersenjata yang dimaksudakan 
adalah Gerakan PKI baru, yang telah 
melakukan tindakan kekerasan 
terhadap umat Islam di Sukoharjo 
dan beberapa tempat lain di Jawa 
Tengah dan Jawa Timur; 
d) Bahwa orasi tersebut dilakukan 
dengan menggunakan sarana 
megaphone 
 


















Sumber : Tuntutan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.PDM-43/SRKT/Ep.2/08/2008 
 
Dari uraian keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam persidangan terkait tindak pidana 
penghinaan terhadap Intitusi Kepolisian Republik Indonesia dan 
Intelejen dengan terdakwa Kholid Saifullah, semua saksi yang 
dihadirkan telah memenuhi sebagai alat bukti keterangan saksi 
yaitu saksi yang dihadirkan dalam persidangana harus cakap dan 
bersedia untuk memberikan keterangannya dalam suatu perkara 
pidana, keterangan yang diberikan bukan merupakan testimonium 
de auditu, serta keterangan saksi yang diberikan tidak saling 


















































b. Keterangan terdakwa 
Menurut Pasal 189 KUHAP, yang dimaksud keterangan 
terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka 
sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui 
atau alami sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa ia bersalah (Pasal 189 ayat (4) KUHAP),  
Keterangan terdakwa didalam persidangan yang dinyatakan 
dimuka hakim merupakan keterangan yang menggambarkan 
bagaimana suatu peristiwa telah terjadi. Apabila keterangan 
terdakwa akan dijadikan bukti, maka ia harus diiringi oleh alat 
bukti yang lain (Moch. Faisal Salam, 2001: 302). 
Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri sabagai alat 
bukti tetap perlu ada pembuktian dengan menggunakan alat bukti 
lainya, dalam persidangan tindak pidana penghinaan terhadap 
Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen ini 
membutuhkan alat bukti keterangan saksi. Dalam perkara Nomor: 
REG.PERK.PDM-43/SRKT/Ep.2/08/2008 terdakwa Kholid 
Saifullah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut : 
 Bahwa pada hari rabu tanggal 13 juni 2007 sekitar jam 13.00 
WIB terdakwa akan mengadakan audiensi ke Polwil 
Surakarta yang dipimpin oleh terdakwa; 
 Bahwa maksud dan tujutan terdakwa melakukan audiensi 
tersebut karena berdasarkan keterangan orang tua Aris 
Widodo adalah berkaitan dengan hilangnya beberapa orang 
yang diculik oleh orang yang berbadan tegap, berambut 
gondrong dan bersenjata, termasuk Aris Widodo warga 
Karanganyar yang menjadi korbannya penculikan tersebut; 
 Bahwa sebelum melakukan orasi tersebut, terdakwa terlebih 
dahulu memberitahukannya kepada Pak Antan dan Pak 

















































 Bahwa dalam orasinya tersebut, terdakwa mengatakan antara 
lain : “Sejak Republik ini berdiri sampai saat ini, hanya ada 
tiga organisasi yang suka menculik orang, yang  pertama 
adalah Polisi Densus 88 dan yang kedua adalah Intelejen, 
mereka tidak  mungkin melakukan itu karena mereka adalah 
aparat penegak hukum, yang terjadi kemarin adalah 
penculikan resmi penculikan yang dilakukan oleh PKI”. 
 Bahwa data-data tentang terjadinya penculikan tersebut 
terdakwa peroleh dari berbagai media periode awal tahun 
2003 sampai awal tahun 2005 dan juga dari LSM Kontras 
sekitar tahun 2004 termasuk juga pernyataan dari tokoh-
tokoh pejuang HAM indonesia. 
Berdasar Tuntutan Penuntut Umum Nomor: 
REG.PERK.PDM-43/SRKT/Ep.2/08/2008 Keterangan terdakwa 
untuk dapat bernilai sebagai alat bukti dan mendapat keyakinan 
Hakim maka Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti 
lain yaitu keterangan saksi yang telah dipaparkan diatas. 
Guna mendukung alat bukti yang diajukan dalam persidangan 
Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 
a. 1 (satu) buah cd; 
b. 1 (satu) buah Megaphone wana Putih; 
c. 1 (satu) buah Sepeda Motor Vespa No. Pol K 6187 BA, wana 
Biru Tua; 
d. 1 (satu) buah Sepeda Motor Shogun No Pol. AD 5351 UA, 
warna Merah; 
e. 1 (satu) buah Sepeda Motor Supra X No Pol AD 4116 WK, 
warna Hitam; 


















































g. 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki RC 100 No Pol. AD 3844 
GH, warna Hitam. 
Alat Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
persidangan telah memberikan gambaran peristiwa yang jelas 
mengenai bagaimana tindak pidana penghinaan terhadap Institusi 
Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen itu terjadi. Hal ini 
memberikan gambaran secara jelas bagi hakim untuk menjatuhkan 
putusannya terhadap perkara Nomor : REG.PERK.PDM-
43/SRKTA/Ep.2/08/2008 yang telah diajukan kepadanya. 
3. Pasal yang Digunakan dalam Dakwaan 
Berdasar Tuntutan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.PDM-
43/SRKT/Ep.2/08/2008, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Kholid 
Saifullah telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam di 
dalam Pasal 207 KUHP yang menyatakan bahwa : 
“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau ,menempelkan 
di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu 
penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 
Sesuai dengan prinsip pembuktian, setiap unsur tindak pidana 
yang didakwakan mesti dibuktikan satu persatu, apabila salah satu 
unsur tidak terbukti dengan sendirinya kesalahan terdakwa belum 
dapat dinyatakan terbukti (M. Yahya Harahap. 2000: 398). 
Menurut Lamintang seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku 
tindak pidana dalam Pasal 207 KUHP, maka harus dibuktikan bahwa : 
a. Pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan 
atau dengan tulisan; 
b. Pelaku mengetahui penghinaannya telah ia ucapkan atau ia lakukan  
didepan umum; 
c. Pelaku mengetahui penghinaannya telah ia tujukan pada suatu  
kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau pada suatu lembaga  
umum yang terdapat di Indonesia (Lamintang, 2010 : 607). 
 
Hal ini berarti jika kehendak atau salah satu pengetahuan pelaku 

















































harus memberikan putusan bebas bagi pelaku. Pembuktian Penuntut 
Umum pada setiap unsur dalam Pasal 207 KUHP harus dapat 
membuktikan bahwa terdakwa Kholid Saifullah telah melakukan 
tindak pidana menghina  penguasa atau badan hukum yang ada di 
Indonesia.  Hal ini penting agar terdakwa tidak lolos dari dakwaan 
yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Unsur-unsur dalam 
Pasal 207 KUHP yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum 
agar dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak 
pidana menghina penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia  
a. Barang siapa 
Barang siapa dalam suatu perkara pidana adalah tentang 
orang (persoon) sebagai subyek hukum yang sedang diajukan di 
muka persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana, 
sedangkan ternyata terdakwa Kholid Saifullah diajukan di 
persidangan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai subyek hukum 
dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai 
pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Institusi Kepolisian 
Republik Indonesia dan Intelejen. 
Berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor: 
REG.PERK.PDM-43/SRKT/Ep.2/08/2008 terdakwa Kholid 
Saifullah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam 
Surat dakwaan, secara obyektif telah memenuhi kriteria dari 
unsur barang siapa. Dengan demikian unsur ” barang siapa” 
dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. 
b. Dengan Sengaja di Muka Umum  
Sesuai dengan penjelasan Memorie Van Toelichting, jika 
didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat kata dengan 
sengaja, maka kata dengan sengaja meliputi semua unsur tindak 
pidana, yang dalam rumusan tindak pidana tersebut oleh 
pembentuk undang-undang telah diletakan dibelakangnya 

















































Dengan sengaja adalah sesuatu perbuatan yang memang 
dikehendaki oleh si pelakunya. Berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan 
keterangan terdakwa sendiri membuktikan unsur kesengajaan 
yaitu dengan sengaja memimpin demonstrasi  yang dilakukan di 
depan Kantor Mapolwil Surakarta, dan dalam demonstrasi 
tersebut terdakwa melakukan orasi yang didalam orasinya 
tersebut telah menghina dan menuduh Institusi Kepolisian 
Republik Indonesia dan Intelejen sebagai pihak yang melakukan 
penculikan terhadap teman-temannya serta tindakan seperi hal 
tersebut seperti praktek-praktek yang dilakukan PKI. 
Didepan umum, unsur di depan umum ini bukan berarti 
bahwa penghinaan-penghinaan tersebut selalu harus dilakukan di 
tempat umum, melainkan cukup jika ucapan yang sifatnya 
menghina dapat didengar oleh umum atau tulisan yang bersifat 
menghina dapat dilihat oleh umum. 
Ucapan yang bersifat menghina itu dipertunjukan di suatu 
tempat umum, tulisan yang bersifat menghina itu dipertunjukan di 
suatu tempat umum, akan tetapi jika ucapan itu tidak dapat 
didengar oleh umum atau tulisan itu tidak dapat dilihat umum, 
maka penghinaan itu bukan merupakan penghinaan seperti yang 
dimaksudkan dalam Pasal 207 KUHP (Lamintang, 2010 : 605). 
Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang 
diaujukan dipersidangan, penghinaan yang dilakukan oleh 
terdakwa Kholid Saifullah menggunakan alat pengeras suara yaitu 
megaphone. Megaphone yang digunakan pada demonstrasi juga 
dihadirkan dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum sebagai 
barang bukti. Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti 
yang diajukan di persidangan dalam perkara ini. 
c. Dengan Lisan atau Tulisan Menghina sesuatu Kekuasaan yang ada 
di Negara Indonesia 
Menghina dengan lisan atau tulisan. Kata menghina 

















































kehormatan atau nama baik orang lain. Pada perkara Nomor: 
REG.PERK.PDM-43/SRKT/Ep.2/08/2008 unsur ini sudah jelas 
dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang diajukan dalam 
persidangan, baik dari keterangan saksi maupun keterangan 
terdakwa. Dari dua alat bukti tersebut menerangkan bahwa 
penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa Kholid Saifullah 
dilakukan dengan mengatakan yang pada intinya terdakwa dan 
teman-temannya tidak terima atas tindakan Aparat Kepolisian 
Republik Indonesia dengan menuduh Polisi bahwa “penculikan 
terhadap teman-temannya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian 
Republik Indonesia sepertinya praktek-praktek yang dilakukan 
PKI.” sambil tangan mereka menunjuk-nunjuk  dan menghujad 
Polisi yang ada di situ. 
Kepolisian termasuk pengertian kekuasaan yang ada dalam 
Negara Indonesia. Koster Henke memberi contoh delik 
penghinaan Pasal 207 yaitu menghina residen yang mempunyai 
kekuasaan pegawai negeri. Badan umum yang dimaksud tentu 
termasuk korporasi publik, seperti DPR. Menghina badan hukum 
swasta atau sekumpulan individu tidak terpidana dalam pasal ini, 
menghina kepolisian, kejaksaan, pengadilan tentu termasuk pasal 
ini (Andi Hamzah, 2009 : 178). 
Dari uraian mengenai beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 
207 KUHP. Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa 
terdakwa Kholid Saifullah telah melakukan setiap unsur yang ada di 
dalam Pasal 207 KUHP tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa 






















































1. Konstruksi Hukum Pembuktian yang diterapkan Penuntut Umum dalam 
tindak pidana penghinaan terhadap Institusi Kepolisian Republik 
Indonesia dan Intelejen pada perkara Nomor : REG.PERK.PDM-
43/SRKTA/Ep.2/08/2008 yaitu terdiri dari bentuk dakwakan, alat bukti 
yang diajukan dalam persidangan dan pasal yang digunakan dalam 
dakwakan. Hal itu bertujuan supaya tindak pidana penghinaan yang 
dilakukan oleh terdakwa terbukti didalam persidangan dan hakim 
diharapkan dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan Jaksa. 
Berdasarkan Tuntutan Nomor : REG.PERK.PDM-
43/SRKTA/Ep.2/08/2008 Penuntut Umum menggunakan bentuk 
dakwaan tunggal yaitu surat dakwaan yang disusun dalam rumusan 
tunggal atau surat dakwaan yang berisi satu dakwaan saja karena dalam 
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Kholid Saifullah tidak 
mengandung faktor penyertaan (mededaderschap) atau faktor concursus 
maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Alat bukti yang diajukan 
berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, guna mendukung alat 
bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang 
bukti dalam persidangan. Pasal yang digunakan dalam dakwaan adalah 
Pasal 207 KUHP yaitu mengenai tindak pidana penghinaan terhadap 
penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. 
2. Implikasi Yuridis Konstruksi Hukum Pembuktian yang diterapkan 
Penuntut Umum dalam tindak pidana penghinaan terhadap Institusi 
Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen pada perkara Nomor: 
REG.PERK.PDM-43/SRKTA/Ep.2/08/2008 adalah sebagai berikut : 
bentuk dakwaan yang digunakan Penuntut Umum untuk menjerat 
terdakwa adalah menggunakan dakwaan tunggal, Jaksa Penuntut Umum 

















































tidak mengandung faktor penyertaan (mededaderschap) atau faktor 
concursus maupun faktor alternatif atau faktor subsidair, baik pelakunya 
maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan 
sederhana. Alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi dan 
keterangan terdakwa. Dalam mengajukan keterangan saksi implikasi 
yuridis yang muncul adalah saksi yang dihadirkan haruslah cakap dan 
bersedia untuk memberikan keterangannya dalam suatu perkara pidana, 
keterangan yang diberikan bukan merupakan testimonium de auditu, serta 
keterangan saksi yang diberikan tidak saling bertentangan antara 
keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya. Implikasi yuridis dari 
mengajukan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah harus 
diiringi oleh alat bukti yang lain karena keterangan terdakwa tidak dapat 
berdiri sendiri sabagai alat bukti tetap perlu ada pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti lainya. Di dalam dakwaan, Jaksa Penuntut 
Umum menggunakan pasal 207 KUHP untuk menjerat terdakwa maka 
setiap unsur dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut harus 
dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.  
B. Saran 
1.   Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara 
penyampaian pendapat dimuka umum yang seharusnya dilaksanakan 
dengan tetap menghargai kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga 
kedepannya tidak terjadi tindak pidana penghinaan yang serupa. 
2.   Diperlukan pelatihan bagi para aparat penegak hukum khususnya bagi 
Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan terhadap tindak pidana 
penghinaan agar dapat memunculkan suatu delik lain dalam perbuatan 
yang dilakukan oleh pelaku, karena nantinya ketentuan penghinaan 
dalam Hukum Pidana Indonesia kemungkinan akan dicabut melihat pada 




















































Andi Hamzah. 2009. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. 
Jakarta : Sinar Grafika. 
Fitrohlaw.Pembuatan Surat Dakwaan.http: peraturan kejaksaan : pembuatan-
surat-dakwaan.html >[4 Oktober 2010]. 
Hari Sasangka. 2007.Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperailan 
Dalam  Teori dan Praktek. Bandung : Mandar Maju. 
Harun M.Hussein. 1990. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. 
Jakarta : PT. Rineka Cipta 
_____________. 2005. Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan 
Permasalahannya. Jakarta: PT. Rineka Cipta 
Johny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum normatif Edisi 
Revisi. Malang : Bayumedia. 
Kuswindiarti.2009.”Pola Pembelaan dalam Memberikan Bantuan Hukum 
Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan”.JURNAL 
MANAJERIAL.Vol. 5, No. 2.   
Leden Marpaung. 1996. Tindak Pidana terhadap Kehormatan  Pengertian dan 
Penerapan. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 
Lexy J. Moloeng. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya. 
Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. 
Bandung : Mandar Maju. 
Munir Fuady. 2006. Teori Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung : Citra 
Aditya Bakti. 
M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. 
Jakarta: Sinar Grafika. 
Rachel E. Barkow.2009. “The Prosecutor as Regulatory Agency”. Public Law and  
Legal Theory Reseach Journal Series. Vol. 40, No. 9. 
Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. 
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Delik-Delik Khusus Kejahatan 

















































Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Muka Umum 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2010  tentang pelaksanaan KUHAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
